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PUTUSAN
Nomor 0388/Pdt.G/2019/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaisieul “~ ara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 ~ t”" ma Islam, pe .\ SLTP, pekerjaan tidak
Sngd BGMRY 002, RW 004 Desa

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25

Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0388/Pdt.G/2019/PA.Wsp,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat
dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0208/015/X1/2017 yang dibuat
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dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten
Soppeng tanggal 27 November 2017;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami
isteri di rumah orang tua Penggugat di Leworeng Desa Leworeng,
Kecamatan Donri-Donri, Kababupaten Soppeng, selama kurang lebih 1

tahun dan hingga saat ini tidak dikaruniai anak;

Tergugat berpisah g 1 dan sudah sama-sama
mengabaikan tugas mi istri;

6. Bahwa keluarga Peng gteiarga Tergugat telah berusaha
menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat
agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga,
namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan
sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan
Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu
Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan

perceraian;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primair
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Waji bin Jawe terhadap
Penggugat Nursani binti Tolang;

3. Membebankan biaya perkara

Subsidair :

ai.hukum dan peraturan yang berlaku;

tertutup untuk umum dengan“=elESIE gahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Nomor 0208/015/X1/2017 Tanggal

27 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
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telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, Hj.Fatimah binti Lewang, umur 55 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
Latunjung,Desa Kessing,Kecamatan Donri-Donri,Kabupaten Soppeng di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- et N\ursani binti Tolang dan

lv:r:

le“
Pz

tergugat menyur plengurus  surat cerai di

Pengadilan Agama;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai
sekarang selama 1 tahun lebih;

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat;

- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak
pernah ada saling memperdulikan;

- Bahwa pernah menasehati penggugat namun tetap berkeinginan untuk
bercerai dengan tergugat;

- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tingggal tidak

pernah mendapat nafkah dari tergugat sampai sekarang;
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- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun
kembali namun sudah tidak bisa lagi;

Saksi 2, H.Jamaluddin bin Lamudong, umur 60. tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Latunjung,Desa

Kessing,Kecamatan Donri-Donri,Kabupaten Soppeng di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat bernama Nursani binti Tolang dan

tergugat bernama Waji bin_Jaw

A awalnya berjalan
2018 penggugat

y

\.. Séh tempat tinggal sampai

sekarang selama 1 tahu ?

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat;

- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak
pernah ada saling memperdulikan;

- Bahwa pernah menasehati penggugat namun tetap berkeinginan untuk

bercerai dengan tergugat;

Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tingggal tidak

pernah mendapat nafkah dari tergugat sampai sekarang;

Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun

kembali namun sudah tidak bisa lagi;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Penggugat adalah

ggugat yang selalu

bagian yang tidak terpisahkan dari.si

Menimbang, b
sebagaimana telah

Menimbang,
hadir sedangkan upaya mediasi
sebagaimana ket@ Nomor 1 Tahun
2008 yang telah
Tahun 2016 te j Ian, tidak dapat

dilaksanakan;

ung Rl Nomor 1

Menimbang, b k pernah hadir di
persidangan meskipun g ' dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di®eg k tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-

kata Kasar,tergugat telah menyuruh penggugat untuk mengurus surat cerai,
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pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 telah berlangsung 1 tahun sampai
sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-
istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau tidak
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Penggugat tetap diwajibkan membuktikan  alasan-alasan

perceraiannya dengan mengéjekaiine! ki ang cukup;
Menimbang, bah kan bukti P berupa

fotokopi Kutipan Aktg

sebagai akta aute

sesuai dengan ag &) 2 dlatyhyl 'S memenuhi syarat

formil, isi bukti € 3 an : jJat telah menikah
N/

dengan Tergugat Z n dengan dalil

yang hendak dibuk@iRaam B 5k gbagai akta otentik

mempunyai kekuat \/

Menimbang, g Ehpatecia= el & But harus dlnyatakan

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum
dikaruniai anak.;

- Bahwa tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata

kasar,

- Bahwa tergugat meg GG tuk mengurus surat cerai di
Pengadilan;

- Bahwa pengg¥ G d Rat tinggal selama 1

tahun sejak juni
- Bahwa selajié
Hakim berpenday : ';_?_“‘ Jugat telah terjadi

keretakan ikatan 1 Sl ] an hingga terjadi

diharapkan untuk merealisir TUjuakE=EEH ginan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk
itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
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bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeratuaggRPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) KompijaRUkUnN s setldak-tldaknya gugatan

Penggugat untuk bercg Jenge CakL el emiliki cukup alasan,

ayat (1) Kompilagiié ) S S 000 meskipun dalam

masa iddah tidaki AN (Tergugat), tetapi

Undang-Undang Nomor 50 Taieiis28Es Oiperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat
dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
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berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat (Waji bin Jawe ) terhadap

Agama Majene pdg asehi bertepatan
Andi. Zainuddin

sebagai Ketua Mgjehs b bd. Jamil Salam,

dengan tanggal

S.HI., masing-ma . A parersebut diucapkan

beserta para Hakimy#s ta telse K pleh Mastang, S. Ag

sebagai Panitera PengiB ) p0gugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs M.Yunus K, S.H., M.H. Drs. Andi. Zainuddin
ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.
Panitera Pengganti,

ttd
Mastang, S. Ag
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- Meterai
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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